5.1

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan dalam bab

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa korupsi masih menjadi salah satu kejahatan yang sangat banyak
dilakukan oleh banyak orang baik di sektor publik maupun sektor
swasta. Korupsi juga telah menjadi masalah internasional, maka negara-
negara di dunia mebutuhkan kerjasama dan komitmen untuk

memberantas korupsi.

Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against
Corruption 2003 (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2006. Perjanjian Internasional yang sudah diratikasi oleh suatu negara,
selanjutnya harus dihormati dan dilaksanakan. Namun, pasal-pasal yang
terdapat dalam Konvensi Anti Korupsi tersebut tidak secara langsung
menjadi hukum pidana yang berlaku di Indonesia, tetap memerlukan
penyesuaian dan pengadopsian ke dalam Peraturan Perundang-
Undangan berdasarkan pada sistem hukum tindak pidana korupsi di

Indonesia dan juga mengingat asas legalitas dalam hukum pidana.

Suap di Sektor Swasta (Bribery in The Private Sector) dalam UNCAC
dikriminalisasikan sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi, karena
dalam konvensi tersebut terdapat kesepakatan bahwa kerugian
keuangan negara bukan lagi syarat utama untuk terjadinya korupsi.
Namun hingga saat ini Indonesia belum mengategorikan suap di sektor
swasta sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi. Padahal, tindak
pidana suap sektor swasta yang terjadi di Indonesia dikatakan cukup
tinggi namun hingga saat ini masih belum jelas pengaturannya dalam

hukum positif Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan
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hukum. Maka dari itu, Indonesia memiliki urgensi/keharusan yang
mendesak untuk segera mengkriminilisasi suap di sektor swasta sebagai
salah satu jenis tindak pidana korupsi.

Kekosongan hukum mengenai pengaturan penyuapan di sektor swasta
dikarenakan tidak adanya unsur pihak swasta dalam pasal-pasal yang
mengatur mengenai penyuapan. Dengan adanya urgensi untuk
mengkriminalisasi suap di sektor swasta, setelah membandingkan dari
berbagai literatur yang terdapat dalam Bab IV, maka rumusan pasal
yang akan dibuat dalam hukum pidana Indonesia harus memasukan
unsur-unsur:

a. Perbuatan yang:

- memberikan atau;

- menjanjikan atau;

- menawarkan
sesuatu atau keuntungan

b. Diberikan atau diterima oleh:

- pemimpin atau;

- pekerja
badan atau pihak swasta

c. Yang bertujuan atau yang bermaksud:

- supaya pemimpin atau pekerja badan/pihak swasta
melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya;

- menyangkut kepentingan umum;

- merugikan kepentingan umum atau orang lain.

Unsur-unsur rumusan pasal diatas harus dimuat secara jelas dan tidak
sulit untuk dibuktikan namun tidak terlalu mudah untuk dibuktikan
supaya akan menguntungkan semua pihak, karena sebetulnya
pengaturan mengenai suap di sektor swasta justru akan melindugi pihak

swasta itu sendiri.
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5.2

Saran

1. Saran mengenai suap di sektor swasta (bribery in the private sector) di

Indonesia adalah perlunya mengkriminalisasi suap di sektor swasta
sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi dan perlunya suatu aturan
secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia
bukan hanya karena telah meratifikasi, namun memang suatu kebutuhan
bagi Indonesia. Pengaturan mengenai suap di sektor swasta ini
dimasukan kedalam peraturan perundang-undangan hukum pidana

Indonesia.

Kemudian, jika di adopsi ke dalam hukum pidana nasional yang dimana
berpegang pada asas legalitas, maka rumusan pasal tersebut harus relatif
jelas dan juga tegas. Pengaturan kejahatan di hukum nasional pun harus

memenuhi asas lex scripta dan lex certa.

Saran berikutnya, harus ada reformulasi ulang terhadap kejahatan yang
dimasukan ke dalam undang-undang nasional. Pasca ratifikasi UNCAC
pun Indonesia harus melakukan langkah-langkah untuk memperbaharui
perangkat hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. Maka
Indonesia punya urgensi untuk membuat revisi Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi yang disesuaikan dengan United Nations Convention
Against Corruption 2003.

Memperhatikan unsur-unsur diatas yang harus dimuat dalam rumusan
pasal, berikut saran rumusan pasal yang baik mengenai suap di sektor
swasta dalam Hukum Pidana Indonesia:
a. Penyuap Aktif
“Dipidana dengan pidana ... (belum ditentukan) bagi setiap
orang baik itu pemimpin atau pekerja dalam jabatannya di badan
sektor swasta yang dengan sengaja memberikan atau

menjanjikan atau menawarkan sesuatu ataupun keuntungan

77



yang tidak seharusnya dan bertujuan untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang yang bertentangan dengan
kewajiban atau tugasnya, yang menyangkut kepentingan umum
serta merugikan orang lain.”
b. Penyuap Pasif

“Dipidana dengan pidana ... (belum ditentukan) bagi setiap
orang baik itu pemimpin atau pekerja dalam jabatannya di badan
sektor swasta yang dengan sengaja menerima pemberian atau
menerima janji atau menerima tawaran sesuatu ataupun
keuntungan yang tidak seharusnya dan bertujuan untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang Yyang
bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, Yyang

menyangkut kepentingan umum serta merugikan orang lain.”
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